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[bookmark: _GoBack]BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :
1. Penggolongan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi adalah 
a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
c. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hokum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
d. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.
2. Tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi dalam hukum Islam termasuk ta’zir, karena bentuk sanksi terhadap pelakunya tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ketentuan ta’zir merupakan suatu kewenangan Ulil al-Amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menetukan sanksi terhadap pelaku tanpa pandang bulu.
Sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilaksanakan karena menurut penyusunan sangat sesuai dengan tujuan hukum islam (maqasid al-syari’ah) yaitu menjaga hal lima kepentingan manusia berupa memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Bahkan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman maksimal (penjara dan denda materi) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.
B. SARAN
Sebagaimana permasalahan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang harus di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak kejahatan trafficking, khususnya di Indonesia adalah
1. Semua pihak, terutama pemerintah, perlu memenuhi hak-hak warganya dalam memperoleh penghidupan yang layak dan hak untuk bekerja yang tidak melanggar nilai-nilai atau aturan-aturan yang sudah ada.
2. Perlu segera ditetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak kejahatan perdagangan orang untuk tujuan pelacuran, dan penanggulangan bahwa trafficking perempuan dan anak-anak serta upaya menegakkan hukum yang sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum lainya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dalam pencegahan, penanggulangan dan kehancuran bagi tindak kejahatan trafficking.
3. Perlu dilakukan pendidikan penyadaran dan upaya sosialisasi untuk memahami masalah tentang trafficking kepada masyarakat, mulai dari pengertian proses secara tujuan, sebab akibat, bahaya yang di timbulkan dan upaya pencegahan dan penanggulangan trafficking.
4. Para agamawan dan organisasi keagamaan hendaknya mulai memikirkan dan terlibat pada kasus-kasus sosial yang meyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk kejahatan trafficking
Semoga sajian ini, bisa memberikan tambahan pengetahuan, informasi, dan pada akhirnya bermanfaat bagi siapapun yang membaca, terutama mereka yang memiliki kepedulian terhadap proses dehumanisasi yang terjadi dewasa ini dalam bentuk trafficking (perdagangan orang).
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